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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 1303/Pdt.G/2017/PA.Sel.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

Ida Hariana binti Muhasan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di

Terara  Selatan,  Desa  Terara,  Kecamatan  Terara,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Pahrurozi  bin  Masban, umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan  Pedagang,  semula  bertempat  tinggal  di

Dusun  Jenggik  Sosial,  Desa  Jenggik,  Kecamatan

Terara,  Kabupaten  Lombok  Timur,  saat  ini  tidak

diketahui  alamatnya dengan  jelas  dan  pasti  (ghaib),

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya  tertanggal  21  Desember

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor :

1303/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di KUA Terara, Kecamatan Terara,

Kabupaten  Lombok  Timur.,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

355/39/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 Juni 2015;

2. Bahwa setelah  menikah  Penggugat   dan  Tergugat  tinggal  bersama di

Dusun  Jenggik  Sosial,  Desa  Jenggik,  Kecamatan  Terara,  Kabupaten

Lombok Timur dan kemudian berpindah tempat tinggal ke Terara Selatan,
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Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur  dan telah hidup

rukun sebagaimana  layaknya  suami  istri   dan dikaruniai   seorang anak

bernama : Muh.Zidan Asrofi, laki-laki, umur 10 bulan (ikut Penggugat);

3.    Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sering  terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  yang

penyebabnya antara lain: 

a. Tergugat  sering  mengucapkan  kata-kata  kotor  dan  sering

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
b. Tergugat  kurang  bertanggug  jawab  terhadap  nafkah  lahir

Penggugat;  

4. Bahwa  sejak  bulan  September  2017  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

kediaman  Tergugat  pergi  ke  Bima,  dan  sejak  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami

istri sampai sekarang, selama itu pula antara  Penggugat dan Tergugat tidak

ada  lagi  saling  berkomunikasi  dan  Tergugat  tidak  meninggalkan  suatu

apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.

5. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

yang  terjadi  terus  menerus dan tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam suatu

ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan

cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan/  menasehati  agar

Penggugat dengan  Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi

tidak berhasil;
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9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara inin Penggugat bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

       Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Selong  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bai’n  sughra  Tergugat  (Pahrurozi  bin  Masban)

terhadap Penggugat (Ida Hariana binti Muhasan) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Desember 2017 dan relaas

panggilan  dengan  nomor  yang  sama  tanggal  7  Mei  2018  Penggugat  telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu  tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  cukuplah Pengadilan

menunjuk kepada berita acara perkara ini,  yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi ternyata Penggugat tidak

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat  tidak  bersungguh-sungguh dengan pengajuan perkaranya

dan berdasarkan ketentuan pasal  148 R.Bg maka gugatan Penggugat  telah
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dapat dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1303/Pdt.G/2017/PA.Sel gugur;

2. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan  Agama  Selong  pada  hari  Kamis  tanggal  24  Mei  2018  Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira,

S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan

H.  Moh.  Muhibuddin,  S.Ag.,S.H.,M.S.I.  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota  serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri  oleh para hakim Anggota serta  Maladi,  S.H.  sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis

 Drs. H. Hamzanwadi, M.H  Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

 H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.  Panitera Pengganti

 Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,00
2. Biaya Proses Rp.  50.000,00
3. Biaya Panggilan      Rp.  280.000,00
4. Biaya Administrasi  Rp.   5.000,00
5. Materai                            Rp.            6.000,00
   Jumlah                    Rp.  371.000,00
(tiga ratus tuju puluh satu ribu rupiah)
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